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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, setelah Kepala Daerah 

dilantik, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. 

Sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

telah dinyatakan bahwa: “RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik”. 

Sementara dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014, khususnya juga telah dinyatakan bahwa: “Perda tentang RPJMD 

ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih 

dilantik”. 

Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan dokumen 

Renstra juga memperhatikan rencana tata ruang, yaitu Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Kabupaten Pati Tahun 2010-2030. Setiap kebijakan pembangunan harus 

memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi 

program pemanfaatan ruang, yaitu program pembangunan sektoral 

wilayah, program pengembangan wilayah tumbuh, dan program 

pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan 

kewenangan Pemerintah Daerah.  

Sebagai konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah, daerah 

memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen 

perencanaan pembangunan.  Pembangunan dibidang kesatuan bangsa 

dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, 

bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas 

politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh 

semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang 

demokratis dan berkedaulatan rakyat. 
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1. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penyusunan renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

merupakan penjabaran atau tindak lanjut dari dokumen perencanaan 

pembangunan jangka menengah daerah sebagai induk/acuan 

perencanaan jangka menengah OPD (periode lima tahun) yang bersifat 

teknis/spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing 

OPD. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati 

mengacu pada penjelasan tersebut adalah Renstra periode Tahun 

2017-2022.    

2. Fungsi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati 

berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

OPD selaku pengampu urusan ketentraman dan ketertiban umum 

serta perlindungan masyarakat dalam periode pembangunan 5 (lima) 

tahun yaitu Tahun 2017-2022, yang pelaksanaanya dijabarkan dalam 

rencana kerja OPD tiap tahun.  

3. Proses Penyusunan Renstra 

Penyusunan renstra dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut : 

Tahap I : Pengumpulan  data  eksisting / data empirik ( periode   

  lima tahun terakhir sebagai bahan evaluasi /analisis). 

Tahap II : Penyusunan alur kerja (cascading) renstra berdasarkan  

  dokumen rancangan RPJMD sebagai strategi penyelaras 

untuk rencana OPD 5 (lima) tahun berikutnya. 

Tahap III : Penyusunan rancangan renstra.  

Tahap IV : Verifikasi / desk rancangan renstra. 

Tahap V : Penetapan renstra OPD. 

4. Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Di 

Atasnya 

Dokumen renstra OPD harus selaras dengan dokumen 

perencanaan yang lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan : 

a. Program dan kegiatan OPD selaras dengan arah kebijakan 

pembangunan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tertuang 

dalam RPJMD kabupaten/kota; 

b. Arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/kota selaras 

dengan arah kebijakan pemerintah provinsi; dan 
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c. Arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah (provinsi dan 

kabupaten/kota) sinkron dengan arah kebijakan pembangunan 

pemerintah pusat. 

Dengan mengacu pada alur pikir tersebut di atas, maka 

Dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati 

Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada :  

a. Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang di 

dalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan 

seperti RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, Dokumen RTRW 

Kabupaten Pati Tahun 2010-2030, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2013-2018, RPJMN Tahun 2015-2019 serta hasil Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah diinternalisasikan ke 

dalam program-program RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022; 

b. Renstra Kementerian Dalam Negeri  Tahun 2015-2019. 

5. Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati 

merupakan penjabaran pelaksanaan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa 

dan Politik setiap tahun, sehingga perencanaan tahunannya harus 

berpedoman pada dokumen Renstra yang telah tersusun.  

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah :  

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421);  

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan  

Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4700);  

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);  

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059);  

13. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495) 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi  

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4815);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4698); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan  

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5103);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

21. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 341); 

22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 
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Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 9);  

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 65); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2017 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 85); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pati Nomor 98); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati 
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(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99). 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2017-2022  (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 

Nomor  1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114); 

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1. Maksud Penyusunan Renstra  

Maksud penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah agar dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan urusan ketentraman dan ketertiban 

umum serta perlindungan masyarakat, memiliki panduan yang jelas dan 

terarah untuk periode lima tahun.    

2. Tujuan Penyusunan Renstra 

a. Mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pati 

periode Tahun 2017-2022 khususnya di bidang Kesatuan Bangsa 

dan Politik ; 

b. Menjadi pedoman bagi upaya peningkatan pelayanan urusan 

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di 

Kabupaten Pati selama periode Tahun 2017-2022 secara tahunan; 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Memuat deskripsi tentang latar belakang, landasan hukum, 

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan/penyusunan 

rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. 

BAB II.  GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN 

POLITIK 

Memuat penjelasan tentang peran (tugas pokok dan fungsi) Kantor 

Kesatuan Bangsa dan Politik beserta struktur organisasinya, 

sumber daya manusia, gambaran capaian kinerja Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik serta uraian tentang tantangan dan peluang 

dalam pengembangan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik. 
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BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR KESATUAN 

BANGSA DAN POLITIK 

Mengemukakan tentang berbagai permasalahan berdasarkan  

tugas dan fungsi pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 

telaahan terhadap Visi dab Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, 

telaahan terhadap renstra kementerian/lembaga dan renstra 

pemerintah provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta uraian isu-isu strategis. 

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 

Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.  

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun ke depan.  

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran serta indikasi pendanaan Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik. 

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESATUAN 

BANGSA DAN POLITIK 

Memuat tentang indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik yang menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai 

dalam masa 5 (lima) tahun mendatang. 

BAB VIII. PENUTUP 

 

 


